
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

 
NOMOR  063  TAHUN  2019 

TENTANG 
 

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 
 

Menimbang: a. bahwa untuk penetapan jenis, jenjang, jabatan fungsional, dalam 

rangka meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, 
dipandang perlu menetapkan Formasi Jabatan Fungsional 

Tertentu/Khusus; 

                       b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi 

Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus; 

Mengingat:  1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang–Undang 21 
Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat     

Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan 
Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956   

Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1106); 

3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   
Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016   
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887); 

7. Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam 
Negeri dan Pemerintahan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 
Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 483); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri     
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018         

Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui 
Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 1962); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN 
FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.  

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur  penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.  

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. 
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5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka suatu susunan 

Organisasi. 

7. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan menunjukan tugas, tanggung jawab, 

wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
Organisasi yang dalam Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian 
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. 

8. Rumpun Jabatan Fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian 

dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai fungsi dan tugas 
yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas 
umum pemerintahan. 

9. Jenis Rumpun Jabatan Fungsional adalah perumpunan jabatan fungsional 
ditinjau dari perpaduan pendekatan antara jabatan dan bidang ilmu 

pengetahuan yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan 
fungsi jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan. 

10. Jabatan Fungsional Keahlian adalah jabatan fungsional kualifikasi profesional 
yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya. Tugas utama jabatan 
fungsional keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep 
dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran 

dengan cara yang sistematis. 

11. Jabatan Fungsional Keterampilan adalah jabatan fungsional kualifikasi teknisi 

atau penunjang profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 
mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis satu bidang ilmu pengetahuan 

atau lebih. Tugas utama jabatan fungsional keterampilan meliputi pelaksanaan 
kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metode 
operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di 

tingkat pendidikan tertentu. 

12. Bobot Jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya jenjang jabatan antara lain pendidikan, pengalaman, upaya fisik dan 
mental yang diperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatu jabatan. 

13. Kualifikasi Profesional adalah kualifikasi yang bersifat Keahlian yang didasarkan 
pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan 

secara sistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputi penelitian, 
pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan dan penerapan konsep, teori, 

ilmu, dan seni untuk pemecahan masalah serta memberikan pengajarannya dan 
terikat pada etika profesi. 

14. Kualifikasi Teknisi atau Penunjang adalah kualifikasi yang bersifat keterampilan 

yang didasarkan pada ilmu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan 
kejuruan dan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan 

teknis operasional berdasarkan prosedur standar operasional serta 
melatihkannya dan terikat pada etika profesi. 

15. Jabatan Fungsional Tertentu Khusus adalah suatu kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri 
dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit. 
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16. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada 

keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan 
dengan angka kredit. 

17. Formasi Jabatan Fungsional adalah penentuan jumlah dan susunan jabatan 

fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional keterampilan yang mempunyai 
fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah 

satu tugas umum pemerintahan pada suatu satuan organisasi. 
 

 
Pasal 2 

 

Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk menjadi pedoman bagi pemerintah Daerah 
dalam menentukan kebutuhan formasi jabatan dan sebagai landasan penetapan 
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional 

keterampilan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka 
terselenggaranya tugas umum Pemerintah. 

 
BAB II 

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU/KHUSUS 

 
Pasal 3 

 
(1) Jabatan-jabatan yang dihimpun dalam rumpun jabatan fungsional tertentu 

khusus yang dibagi 2 (dua) kategori antara lain: 

a. Jabatan Fungsional Keahlian (ahli); dan 
b. Jabatan Fungsional Keterampilan  (terampil). 

(2) Jenjang Keahlian: 

a. Jenjang Utama : Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai 
dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e; 

b. Jenjang Madya  :  Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina 
Utama Muda, golongan ruang IV/c; 

c. Jenjang Muda :   Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Penata 

Tingkat I, golongan ruang III/d; dan 

d. Jenjang Pertama  :  Penata muda, golongan ruang III/a sampai dengan 
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 

(3) Jenjang Keterampilan: 

a. Jenjang Penyelia  : Penata, golongan ruang III/c sampai dengan 

Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;  

b. Jenjang Mahir :  Penata Muda, golongan ruang III/a sampai 
dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang 

III/b;  

c. Jenjang Terampil  :  Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b 

sampai dengan Pengatur Tingkat I, golongan 
ruang II/d; dan  

d. Jenjang Pemula  :  Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 
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BAB III 

PERHITUNGAN FORMASI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 4 
 
(1) Penghitungan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan secara volume 

masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi 
jam kerja efektif 1 (satu) tahun. 

(2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu 

penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua. 

(3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

1.300 (seribu tiga ratus) jam. 

(4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam 
peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional Tertentu. 

 

Pasal 5 
 

(1) Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Khusus disusun berdasarkan peraturan 
perundang-undangan serta kebutuhan kemampuan daerah. 

(2) Rekapitulasi Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Khusus per PD/Unit Kerja, 
Rekapitulasi Formasi per PD dan Jenis Rumpun, dan Rekapitulasi Formasi per 
Jenis Rumpun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB IV 
KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI 

JABATAN FUNGSIONAL 
 

Pasal 6 

 
(1) Formasi Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) 

tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Pengusulan formasi Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus diusulkan oleh 
Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Biro Organisasi 
Sekretariat Daerah. 

 
(3) Usulan formasi Jabatan Fungsional Tertentu/Khusus sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dilakukan setelah perhitungan analisis beban kerja sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang­ undangan. 
 

 
Pasal 7 

 

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Keahlian atau Jabatan 
Fungsional Keterampilan diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan dan/atau dengan kemampuan daerah.  
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Pasal 8 

Pejabat Fungsional diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur atas usul Perangkat 

Daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB  V 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 9 
 
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur 

Kalimantan Selatan Nomor 073 Tahun 2018 tentang Formasi Jabatan Fungsional 
Tertentu Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 73) masih tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.  
 

Pasal 10 
 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan.  

 

 
Ditetapkan di Banjarmasin 

pada tanggal  6 September 201926 Oktober 
2015 

  

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 
 

ttd 
 

SAHBIRIN NOOR 

 
Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 6 September 201926 Oktober 2016 

ustus 2011  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 

KALIMANTAN SELATAN, 
 

ttd 

 
ABDUL HARIS 

 
 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2019 NOMOR 6309 


